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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk’ menganalisis pengaturan mengenai tenggat
waktu peningkatan status laporan polisi dari. tahap penyelidikan ke penyidikan
berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat
ketiadaan pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif
dengan menggunakan/pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan perbandingan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui
studi kepustakaan ' guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta peraturan pelaksananya belum mengatur
secara eksplisit batas waktu peningkatan status laporan polisi. Ketiadaan norma
temporal ini menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum dan berpotensi
bertentangan dengan ‘prinsip due process of law serta hak atas kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Selain itu, kondisi tersebut membuka ruang
terjadinya penyalahgunaan kewenangan akibat diskresi yang tidak dibatasi secara jelas.
Dampaknya tidak hanya dirasakan -oleh pelapor yang menunggu kepastian
penyelesaian perkara, tetapi juga oleh terlapor yang berada dalam ketidakjelasan status
hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang tegas dan terukur untuk
menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan
profesionalitas dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation concerning the time limit for
upgrading the status of a police report from the investigation stage to the formal
criminal investigation stage under Indonesian positive law, as well as to examine the
legal consequences arising from the absence of such regulation. This research employs
a normative juridical method using statutory,  conceptual, and comparative
approaches. All legal matevials are analyzed qualitatively through library research to
obtain a comprehensive understanding of the issues examined. The findings indicate
that the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and its implementing
regulations do not explicitly regulate the time limit for upgrading the status of a police
report. The absence of this temporal norm creates legal uncertainty and potentially
contradicts the principle of due process of law and the constitutional right to legal
certainty. Furthermore, this condition opens opportunities for abuse of discretion due
to the lack of clear procedural boundaries. The impact is experienced not only by the
complainant, who awaits certainty regarding the resolution of the case, but also by the
reported party, who remains in prolonged legal uncertainty. Therefore, clear and
measurable normative regulation is necessary to ensure legal certainty, protect human
rights, and enhance the professionalism and accountability of law enforcement in
Indonesia.
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